
 

BUPATI KUTAI BARAT 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 
PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT 

NOMOR 20 TAHUN 2018 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2017 

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA 

MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KUTAI BARAT, 

 
Menimbang :  a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 

ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, mengenai tata cara 
penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, 

pertanggungjawaban dan pelaporan serta 
monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial 

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah; 

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 
Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 

Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan 
Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan 

sosial perlu dilakuakan penyesuaian peraturan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 

Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan 

Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan 
sosial. 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Uandang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten 
Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai 

Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 
tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, 
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Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, 

Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3962); 

3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

5. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 Tentang 
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 

Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan 
Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan 

sosial (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 
2017 Nomor 35); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG 

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN 
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI 

HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL. 
 

PASAL I 
 

Ketentuan Pasal 30 dalam Peraturan Bupati Nomor 35 
Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penganggaran, 
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban 

dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan 
Bantuan sosial (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat 

Tahun 2017 Nomor 35) diantar ayat (1) dan ayat (2) 
disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) 

sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 30 

 
(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan 

Sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai 
kemampuan keuangan Daerah. 

(1a) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan 

berupa uang kepada Pemerintah Daerah lain yang 
mengalami bencana alam yang ditetapkan dalam 

Surat Keputusan Pemerintah setempat sebagai 
darurat bencana. 

(1b) Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan 
berupa uang dari Pemerintah Daerah lain dan 
melaporkan kepada Badan Keuangan Dan Aset 

Daerah Kabupaten Kutai Barat. 

(2) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan 
belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan 

memperhatikan asas keadilan, kepatutan, 
rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. 

 

PASAL II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai 

Barat. 
 

Ditetapkan di  Sendawar 
pada tanggal 24 Agustus 2018 

 
BUPATI KUTAI BARAT, 

 

 
ttd 

 
                  FX. YAPAN 

 
 
Diundangkan di Sendawar 

pada tanggal 24 Agustus 2018 
     

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, 
 

 
 ttd 
 

                         YACOB TULLUR 
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2018 NOMOR 20. 

Nama Jabatan Paraf 

H. Edyanto Arkan, S.E. Wakil Bupati  

Drs. Yacob Tullur, M.M. Sekda  

Dr. Misran Efendi, S.STP., M.Si. Ass I  

Ruslan Hamzah, S.Pd. Plt. Kabag. Kesrasos  

Yosef Stevanson, S.H. Kabag. Hukum  

Pidesia, S.E., M.Si. Kasubbag. Kumdang  

 


